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ABSTRAK  

 Penelitian ini dilakukan oleh Fadliah dengan judul “Analisis Dampak 

Covid-19 Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak 

Hiburan Di Kota Samarinda”. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Abadan 

Syakura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas 

penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan sebelum, saat, dan sesudah 

Covid-19. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data 

sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 

berupa data target dan realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan 

dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah kuantitatif deskriptif. Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak 

reklame dari tahun 2018 hingga tahun 2022 sangat efektif. Untuk hasil 

perhitungan efektivitas penerimaan pajak hiburan di tahun 2018 dan 2019 

terbilang sangat efektif, akan tetapi pada tahun 2020 efektivitas penerimaan 

pajak hiburan kurang efektif dan di tahun 2021 cukup efektif hal ini terjadi 

karena adanya Covid-19. Dan di tahun 2022 penerimaan pajak hiburan kembali 

meningkat.  

Kata kunci: pajak reklame, pajak hiburan, efektivitas. 
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ABSTRACT 

This research was conducted by Fadliah with the title “Analysis Of The 

Impact Of Covid-19 On The Effectiveness Of Billboard Tax And 

Entertainment Tax Revenue In Samarinda City”. Supervised by Muhammad 

Abadan Syakura. This study aims to measure the effectiveness of billboard tax 

and entertainment tax revenue before, during, and after Covid-19. The data 

used in this study is secondary data obtained from the Samarinda City 

Regional Revenue Agency in the form of target data and realization of 

billboard tax and entertainment tax revenues from 2018 to 2022. The method 

used in this study is quantitative descriptive. The results of calculating the 

effectiveness of billboard tax revenue from 2018 to 2022 are very effective. The 

calculation of the effectiveness of entertainment tax revenue in 2018 and 2019 

was very effective, but in 2020 the effectiveness of entertainment tax revenue 

was less effective and in 2021 it was quite effective because of Covid-19. And 

in 2022, entertainment tax revenue has increased again. 

Key word: Billboard tax, Entertainment tax, Effectiveness 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak daerah  adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu 

atau perusahaan kepada Pemerintah daerah sesuai dengan hukum yang 

mengharuskan, tanpa adanya kompensasi langsung, dan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat (Tmbooks, 2013). Pajak ini  merupakan salah satu sumber pendapatan 

utama bagi Pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program 

pembangunan di tingkat lokal. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk 

membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik di wilayah tersebut., seperti 

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan pembangunan ekonomi lokal. 

Pajak daerah meliputi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 

Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Covid-

19 telah menimbulkan dampak negatif yang sangat besar, dari segi kesehatan 

hingga perekonomian juga terdampak karena adanya Covid-19 ini.  Dari sisi 

kesehatan, kasus Covid-19 selalu meningkat. Covid-19 juga menyebabkan 

penurunan perekonomian di Indonesia, dan menyebabkan bertambah banyaknya 

pengangguran di Indonesia. Sebelum Covid-19 muncul, tingkat pengangguran di 

Indonesia sudah cukup tinggi, ditambah pada saat Covid-19, pengangguran di 

Indonesia semakin bertambah karena banyak pabrik yang melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap banyak karyawan akibat penurunan jumlah ekspor dan 

impor selama Covid-19 ini. Tak hanya pabrik, banyak perusahaan dan UMKM 
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yang merasakan dampak dari pandemi ini. Karena Covid-19 terus berlanjut, 

sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa daerah telah menerapkan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan tersebut 

kemudian diganti menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) pada tahun 2021, termasuk Kota Samarinda. Dengan adanya Covid-19, 

masyarakat dihimbau untuk tetap berada didalam rumah, tujuan himbauan ini 

adalah untuk mengurangi atau memutus penyebaran virus Covid-19. Akibat dari 

Covid-19 juga membuat tempat hiburan ditutup sementara. Akibatnya, situasi ini 

memiliki dampak terhadap pendapatan dari pjak reklame dan pajak hiburan di 

Kota Samarinda. Berkurangnya penerimaan pajak, berarti berkurang pula 

pendapatan asli daerahnya.  

Samarinda merupakan kota dengan penduduk paling besar di seluruh Pulau 

Kalimantan dengan jumlah penduduk 798.000 jiwa dan memliki wilayah seluas 

783 km². Untuk mewujudkan otonomi daerah, Kota Samarinda perlu 

memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Dua diantara jenis pajak daerah yang 

dinilai berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda ialah 

pajak reklame dan pajak hiburan. Dengan besarnya populasi di Kota Samarinda,  

tak sedikit dari mereka yang menjadi pelaku usaha dan menggunakan reklame 

sebagai media iklan untuk pengenalan produk atau jasa yang mereka sediakan, 

maka tidak heran bahwa saat ini keberadaan reklame di Kota Samarinda sudah 

tidak terhitung lagi. Dengan banyak nya reklame yang berada di Kota Samarinda 

maka penerimaan pajak reklame sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah di Kota Samarinda.  
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Dengan perkembangan zaman, jumlah tempat hiburan di Kota Samarinda 

semakin bertambah dan mengikuti trend yang sedang ramai. Hal ini menarik 

minat masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan tersebut. Semakin 

banyak tempat hiburan hiburan dan jumlah pengunjung yang meningkat, maka 

penerimaan pajak hiburan di Kota Samarinda juga akan meningkat secara 

signifikan.  

Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan 

Daerah Kota Samarinda, terungkap bahwa setiap tahunnya Pemerintah Kota 

Samarinda menetapkan target peningkatan anggaran pendapatan dari pajak 

daerah. Namun, realisasi pajak untuk kondisi saat Covid-19 perlu dilakukan 

perbandingan dengan target pendapatan pajak. Oleh karena itu penting untuk 

mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan.  

Berikut ialah target dan realisasi dari penerimaan pajak reklame dan pajak 

hiburan dari tahun 2018 hingga tahun 2022.  

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 
No Tahun  Target Penerimaan  Realisasi Penerimaan 

1 2018  Rp 6.571.200.000,00  Rp 7.182.942.544,13 

2 2019  Rp 7.350.000.000,00  Rp 7.974.251.701,12 

3 2020  Rp 6.580.000.000,00  Rp 7.520.974.764,00 

4 2021  Rp 8.100.000.000,00  Rp 8.309.646.428,00 

5 2022  Rp 9.315.000.000,00  Rp 9.501.483.875,00 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023 

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan 
No Tahun  Target Penerimaan  Realisasi Penerimaan 

1 2018  Rp 19.698.300.000,00  Rp 21.974.767.444,58 

2 2019  Rp 23.000.000.000,00  Rp 24.952.821.278,96 

3 2020  Rp 14.950.000.000,00  Rp 10.106.404.734,00 

4 2021  Rp 10.600.680.000,00  Rp   9.415.647.805,00 

5 2022  Rp 15.500.000.000,00  Rp 21.493.464.599,01 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023 
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Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak 

reklame naik turun, namun  realisasi nya secara konsisten melewati target yang 

telah ditetapkan. Seperti di tahun 2018 target penerimaan pajak reklame sebesar 

Rp 6.571.200.000,00 dan realisasi perolehan melebihi target yakni sebesar Rp 

7.182.942.544,13. Pada tahun 2019 target perolehan pajak reklame mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 7.350.000.000,00 dan 

realisasi nya pun melebihi target yakni sebesar Rp 7.974.251.701,12. Ditahun 

2020 target perolehan kembali menurun yakni sebesar Rp 6.580.000.000,00 

namun realisasi penerimaan pajak reklame melebihi target yakni sebesar Rp 

7.520.974.764,00. Dan pada tahun 2021 sampai dengan 2022, target penerimaan 

pajak reklame terus meningkat, realisasi penerimaannya juga terus meningkat 

melebihi target yang telah di tentukan.  

Pada tabel target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dapat dilihat 

bahwa penerimaan pajak hiburan dalam kurun waktu 5 tahun mengalami naik 

turun. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak hiburan melebihi target yang 

telah ditentukan. Kemudian pada tahun 2019 target pajak hiburan naik menjadi Rp 

23.000.000.000,00 dan realisasinya pun melebihi target, yakni sebesar Rp 

24.952.821.278,96. Namun pada saat Covid-19 ditahun 2020 target penerimaan 

pajak hiburan menurun menjadi Rp 14.950.000.000,00 dan realisasinya pun tidak 

mencapai target yakni hanya sebesar Rp 10.106.404.734,00. Dan pada tahun 2021 

penerimaan pajak hiburan belum juga membaik, yakni dengan target penerimaan 

lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 10.600.680.000,00 dan 

realisasi penerimaannya sebesar 9.415.647.805,00 yang berarti realisasi tersebut 
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tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada kondisi setelah Covid-19 

ditahun 2022, penerimaan pajak hiburan kembali membaik, Badan Penerimaan 

Pendapatan Daerah kembali menaikkan target penerimaan pajak hiburan sebesar 

Rp 15.500.000.000,00 dan realisasi penerimaannya melebihi target yakni sebesar 

Rp 21.493.464.599,01. 

Dari latar belakang dan data yang telah dilampirkan pada halaman 

sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang 

berjudul ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP EFEKTIVITAS 

PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA 

SAMARINDA. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan perumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota Samarinda 

sebelum, saat, dan sesudah Covid-19? 

b. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Samarinda 

sebelum, saat, dan sesudah Covid-19? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak reklame di Kota 

Samarinda sebelum, saat, dan sesudah Covid-19. 

b. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota 

Samarinda sebelum, saat, dan sesudah Covid-19. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

menambah pengetahuan mengenai pajak, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pendapatan 

Daerah Kota Samarinda dalam mengambil kebijakan terkait usaha untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pajak Daerah 

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah, pajak daerah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

individu atau lembaga kepada Pemerintah Daerah. Pajak ini bersifat wajib dan 

diatur berdasarkan hukum yang mengharuskan pembayaran tanpa mendapatkan 

imbalan secara langsung. Pendapatan dari pajak ini kemudian digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan daerah dengan tujun utama meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pajak Daerah mencakup Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. 

Pajak Provinsi meliputi: 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi: 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan  

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Parkir 
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8) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

2.2 Pajak Reklame  

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang 

Pajak Reklame, reklame merujuk pada objek, perangkat, tindakan atau media 

yang dirancang dengan berbagai bentuk dan variasi untuk tujuan komersial 

dengan maksud memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, serta menrik 

perhatian publik terhadap barang, jasa, individu, atau perusahaan. Reklame 

ditempatkan di lokasi tertentu agar dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan 

dinikmati oleh masyarakat umum. 

Orang pribadi maupun badan yang menggunakan reklame tersebut 

merupakan subjek pajak reklame. Sementara itu, objek pajak reklame adalah yang 

menyelenggarakan reklame, baik itu individu maupun entitas. Objek pajak ini 

meliputi papan reklame, baliho, spanduk, neon box, media cetak, media 

elektronik, kendaraa bermotor, dan sejenisnya; reklame berbahan kain, stiker, dan 

selebaran; reklame yang bergerak, mengambang di udara, atau berupa suara; serta 

reklame dalam bentuk film atau slide peragaan. Kemudian, dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 pemerintah telah menaikkan tarif pajak reklame 

sebesar 25 persen dari nilai sewa reklame. Sebelumnya, menurut  UU Nomor 28 

Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), tarif 

pajak reklame maksimal 10 persen dari nilai sewa reklame. Dasar pengenaan 

pajak rekalme didasarkan pada penentuan nilai sewa reklame (NSR). Jika reklame 

diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame akan ditetapkan 
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berdasarkan nilai kontrak reklame. Namun, jika reklame diselenggarakan oleh 

pihak yang bersangkutan sendiri, nilai sewa reklame akan dihitung berdasarkan 

jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan reklame, jangka waktu 

penyelenggaraan reklame, jumlah dan ukuran media reklame.   

Berbagai bentuk reklame seperti pemasangan iklan melalui internet, 

radioa, televisi, surat kabar harian, majalah mingguan, majalah mingguan, dan 

sejenisnya tidak termasuk dalam kategori objek reklame. Selain itu, label atau 

merek produk yangn digunakan untuk membedakan produk dari produk sejenis 

lainnya juga tidak termasuk dalam objek pajak reklame. 

Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan 

untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan di wilayah tersebut. 

Tujuan dari pajak reklame antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan 

daerah, mengatur tata ruang kota, mengendalika keberadaan reklame yang 

berlebihan, serta memberikan kontribusi dari sektor periklanan kepada 

pembangunan daerah. 

Pemungutan pajak reklame sering kali melibatkan proses registrasi dan 

pembayaran kepada pihak yang berwenang di tingkat daerah. Pelanggaran 

terhadap ketentuan pajak reklame dapat dikenakan sanksi atau denda sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di masing-masing daerah.  

2.3 Pajak Hiburan  

Menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2006, pajak 

hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan kegiatan hiburan, 
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mencakup berbagai jenis acara, pertunjukan, dan keramaian yang dikenakan 

biaya. 

Apabila objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang 

dikenakan biaya, maka subjek pajaknya adalah individu atau entitas yang 

menikmati hiburan dan membayar untuk hiburan tersebut, sementara pihak yang 

bertindak sebagai wajib pajak adalah penyelenggara hiburan baik dalam bentuk 

individu maupun entitas.  

Pajak hiburan dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, misalnya sebagai 

persentase dari pendapatan kotor yang dihasilkan dari kegiatan hiburan, atau 

sebagai pajak tetap yang harus dibayarkan oleh penyelenggara acara. Beberapa 

daerah juga menerapkan pajak tiket masuk, di mana pajak dikenakan pada setiap 

tiket yang dijual untuk menghadiri acara hiburan tertentu.  

Pemerintah biasanya menggunakan pendapatan dari pajak hiburan untuk 

membiayai berbagai program dan layanan publik, termasuk pembangunan 

infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan kegiatan budaya di wilayah 

tersebut. Pajak hiburan juga dapat berfungsi sebagai alat pengaturan untuk 

mengendalikan industri hiburanm, mengatur jumlah dan jenis acara yang 

diselenggarakan, serta menjaga kualitas dan keamanan kegiatan hiburan. 

Dasar pengenaan pajak hiburan didasarkan pada jumlah uang yang diterima atau 

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang dimaksud 

termasuk pengurangan dari harga tiket gratis yang diberikan kepada penerima jasa 

hiburan. Klasifikasi dan tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : 
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a. Pajak yang dikenakan pada penyelenggaraan kegiatan hiburan bioskop 

(cinemaplex) dengan klasemen II a, ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 

persen) dari harga nominal HTM (Harga Tanda Masuk) sementara itu, untuk 

jenis / klasemen II (standard) cinemaplex pajak yang ditetapkan adalah 

sebesar 18% (delapan belas persen) dari Harga Tanda Masuk. 

b. Pajak yang ditetapkan unuk pentas seni, pertunjukan musik, tarian dan 

peeragaan busana adalah sebesar 10% (sepuiluh persen) dari Harga Tanda 

Masuk.  

c. Pajak yang dikenakan untuk kegiatan Cafe, Pub dan Karaoke ditetapkan 

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pembayaran. 

d. Pajak yang ditetapkan untuk permainan Billyard adalah sebesar 15% (lima 

belas persen) dari nilai nominal pembayaran. 

e. Permainan ketangkasan dengan menggunakan mesin/TV. Game/Play Station, 

Cybernet, Internet, Rental VCD, Vidio dan lain-lain sejenis ditetapkan 

sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran. 

f. Pelayanan pijat dikenakan  tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 

nilai nominal pembayaran. 

g. Mandi Uap (Sauna) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai 

nominal pembayaran. 

h. Penyelenggaraan pertandingan olah raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 

15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran. 

i. Show Artis atau hiburan lain / hiburan alternatif dan sejenisnya ditetapkan 

sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai nominal pembayaran.  
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2.4 Efektivitas 

 Menurut Halim et al (2012:134), efektivitas merujuk pada evaluasi 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai mencapai tujuannya. Keberhasilan 

organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuan telah tercapai sesuai yang 

direncanakan. Efektivitas fokus pada pencapaian program atau kegiatan yang 

telah ditetapkan. 

 Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:134), penggunanaan efektivitas 

bertujuan untuk mengukur kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Jika organisasi berhasil mencapai tujun tersebut, maka dapat 

dikatakan bahwa organisasi tersebut beroperasi dengan efektif. Semakin besar 

hasil atau output yang dicapai dalam mencapai tujua atau sasaran yang telah 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja organisasi tersebut. 

 Efektivitas suatu organisasi melibatkan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan dan pencapaian tujuan lembaga tersebut. Berikut 

adalah beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas suatu organisasi: 

1. Pencapaian Tujuan, efektivitas suatu lembaga dapat diukur melalui sejauh 

mana lembaga tersebut mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan. 

Jika lembaga berhasil mencapai hasil yang diharapkan dengan 

menggunakan sumber daya yang daya yang tersedia secara efisien, ini 

menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. 

2. Kualitas Pelayanan, efektivitas organisasi juga terkait dengan kemampuan 

organisasi dalam memberikan pelayanan atau produk yang berkualitas 

kepada para pemangku kepentingan. Jika organisasi secara konsisten 
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memberikan layanan yang memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku 

kepentingan, maka dapat dikatakan sebagai organisasi yang efektif. 

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Organisasi juga terkait dengan 

penggunaan sumber daya yang efisien. Organisasi yang mampu mengelola 

sumber daya seperti waktu dan tenaga kerja, anggaran, dan infrastruktur 

dengan efisien akan cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan 

mereka. 

4. Responsif terhadap Perubahan, Suatu organisasi yang efektif mampu 

beradaptasi dengan perubaha lingkungan, tuntutan pemangku kepentingan, 

dan perubahan kebutuhan masyarakat. Kemampuan organisasi dalam 

merespons perubahan dengan cepat dn mengambil langkah-langkah yang 

tepat untuk tetap relevan dan efektif merupakan indikator efektivitas. 

5. Kepuasan Pemangku Kepentingan, evaluasi efektivitas mbaga juga 

melibatkan penilaian tentang sejauh mana pemangku kepentingan merasa 

puas dengan hasil dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga. Jika 

pemangku kepentingan merasa terpenuhi dan puas dengan kinerja 

lembaga, ini dapat menjadi indikator efektivitas juga. 

2.5 Covid-19 

 Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 (Penyakit 

Coronavirus 2019). Covid-19 adalah penyakit yang disebebkan oleh virus 

bernama SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syindrom Coronavirus 2). 

Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok pada akhir 2019 dan sejak 

itu telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan pandemik global. 
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 Covid-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020 

setelah dua orang terkonfirmasi positif tertular dari seorang warga Negara Jepang. 

Pada tanggal 9 April, penyebaran Covid-19 sudah meluas ke 34 provinsi di 

Indonesia, dengan Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai 

provinsi yang paling terdampak.. Penyebaran Covid-19 semakin meningkat dari 

waktu ke waktu dan sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek, bukan hanya 

aspek kesehatan tetapi juga berpengaruh terhadap asspek ekonomi di Indonesia.  

 Samarinda juga terkena dampak dari Covid-19 ini, dari sisi kesehatan 

Covid-19 menyebabkan kasus infeksi dan kematian di berbagai wilayah. 

Penularan virus ini dapat terjadi dengan cepat dan dapat menyebabkan gejala 

ringan hingga parah, tergantung pada kondisi individu. Upaya pencegahan seperti 

pembatasan social, penggunaan masker, dan vaksinasi merupakan langkah penting 

dalam mengendalikan kesehatan masyarakat.  

 Covid-19 juga memberikan imbas yang signifikan terhadap perekonomian 

di Kota Samarinda, seperti halnya di banyak kota lainnya. Pembatasan perjalanan, 

penutupan bisnis, dan penurunan permintaan konsumen telah mengganggu sektor 

ekonomi yang bergantung pada pertemuan fisik dan interaksi social, seperti 

pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa lainnya. Banyak bisnis mengalami 

penurunan pendapatan dan bahkan terpaksa mengehentikan operasional mereka. 

 Selain dampak kesehatan dan ekonomi, Covid-19 juga telah berdampak 

pada kesejahteraan sosial di Samarinda. Pembatasan perjalanan, isolasi sosial, dn 

ketidakpastian ekonomi telah menyebabkan stress, kecemasan, dan masalah 

kesehatan mental pada sebagian orang. Upaya pemulihan yang holistic harus 
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dilakukan untuk mendukung kesejahteraan sosial masyarakat di tengah masa 

Covid-19.  

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020, masyarakat memiliki peran yang penting dalam 

menghentikan penyebaran Covid-19 agar tidak menimbul sumber penyebaran 

baru/cluster di lingkungan dengan kegitan banyak orang, interaksi  manusia dan 

kerumunan orang. Diharapkan agar masyarakat lokal dapat kembali beraktivitas 

dengan menyeseuaikan diri dengan pola baru yang lebih sehat, bersih, dan patuh, 

melibatkan semua komponen masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang 

ada. Peran rakyat dalam upaya menghentikan penyebaran Covid-19 secara 

berantai (risiko penularan dan penyebaran) harus dilakukan dengan menjalankan 

protokol kesehatan dengan baik dan benar. 

Pemerintah pun akhirnya memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) serta mengkampanyekan stay at home. Kemudian kebijakan 

tersebut diganti dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

2.6 Penelitian Terdahulu  

Penelitian mengenai pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak 

reklame dan pajak hiburan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. 

Berikut ialah ringkasan dari penelitian sebelumnya:  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Penelitian Judul Variabel Hasil 

1. Windy Valentina, 

Yasir Arafat, dan 

Edduar Hendri 

(2022) 

Analisis 

Penerimaan Pajak 

Bumi dan 

Bangunan, Pajak 

Reklame, dan Pajak 
Hiburan Pada Masa 

Pandemi Covid-19 

1. Pajak Bumi dan 

Bangunan 

2. Pajak Reklame 

3. Pajak Hiburan 

Covid-19 

menyebabkan 

penerimaan 

mengalami penurunan, 

pada tahun 2021 
terdapat peningkatan 

yang cukup signifikan 

Disambung ke halaman berikutnya  
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No Penelitian Judul Variabel Hasil 

(Studi Kasus Pada 

Badan Pengelola 

Pajak Daerah Kota 

Palembang) 

dalam penerimaan 

pajak bumi dan 

bangunan serta pajak 

reklame, kecuali 

penerimaan pajak 

hiburan yang terus 

mengalami penurunan 

dari tahun 2020 hingga 

2021. 

2.  Zulia Hanum 

(2021) 

Analisi Efektivitas 

Pemungutan Pajak 
Reklame di Masa 

Covid-19 Pada 

Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten 

Langkat 

1. Pajak Reklame  Hasil analisis 

efektvitas selama 
covid-19 yang terjadi 

pada tahun 2020 

mengalami penurunan 

45,26%.  

3. Marianus Vianey 

Dede, Poppy 

Indrihastuti, dan 

Yayuk 

Sulistyowati 

(2021) 

Dampak Covid-19 

Terhadap Potensi 

Pajak Hiburan dan 

Kontribusi 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah (Studi 

Kasus Dinas 
Pendapatan Kota 

Batu) 

1. Pajak Hiburan  Dampak covid-19 

berpengaruh negatif 

terhadap penerimaan 

pajak hiburan pada 

tahun 2020. 

4.  Ade Gita Christin 

(2021) 

Analisis 

Penerimaan Pajak 

Hotel, Pajak 

Restoran, Dan 

Pajak Hiburan Pada 

Waktu Sebelum 

Dan Saat Masa 

Pandemi Covid-19 

Di Kabupaten 

Landak, 
Kalimantan Barat. 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran  

3. Pajak Hiburan 

Pada tahun 2019, 

tingkat keberhasilan  

penerimaan pajak hotel 

menunjukkan tingkat 

efektivitas yang cukup 

tinggi, sedangkan  

pada tahun 2020 

efektivitasnya 

meningkat secara 

signifikan. Penerimaan 
pajak restoran pada 

tahun 2019 

menunjukkan tingkat 

keberhasilan yang 

sangat tinggi, 

sementara pada tahun 

2020 efektivitasnya 

tetap tinggi. 

Penerimaan pajak 

hiburan pada tahun 

2019 cukup efektif, 

namun pada tahun 
2020, penerimaan 

pajak hiburan sangat 

efektif. 

Sumber: Penelitian Terdahulu, 2023 

 

Tabel 2.1 Sambungan 



17 
 

 

2.7 Kerangka Pemikiran  

 

Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis pajak, yaitu pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak penerangan jalan, 

pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak pengambilan bahan 

galian golongan C, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dua 

diantaranya dianggap mempunyai peran yang cukup besar terhadap PAD di Kota 

Samarinda yaitu pajak reklame dan pajak hiburan. Namun, pada saat Covid-19 

masuk ke Indonesia dan mempengaruhi ekonomi di Indonesia, dan Pemerintah 

juga membatasi seluruh kegiatan masyarakat diluar ruangan. Hal tersebut 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kota Samarinda, termasuk penerimaan 

pajak reklame dan pajak hiburan. 



 

18 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah pengetian dari variabel yang diambil untuk 

diteliti yang didasarkan pada pendapat atau kesimpulan peneliti. Adapun definisi 

operasional dari penilitian ini ialah: 

1. Pajak Daerah ialah kontribusi kepada daerah yang bersifat memaksa dan 

wajib bagi orang pribadi atau badan berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. 

2. Pajak Reklame ialah pungutan yang dikenakan atas pemakaian jasa reklame 

dengan tujuan untuk mengiklankan, pemberitahuan, atas suatu produk atau 

jasa yang disediakan oleh subjek pajak reklame. 

3. Pajak Hiburan ialah pungutan atas penyelenggaraan hiburan yang dinikmati 

oleh masyarakat dan dipungut biaya. 

4. Badan Pendapatan Daerah ialah badan yang membantu pemerintah dalam 

bidang keuangan dengan tujuan dapat mengoptimalkan penerimaan 

pendapatan daerah dan mewujudkan partisipasi kepatuhan masyarakat 

terhadap pentingnya membayar pajak. 

5. Efektivitas ialah pengukuran untuk tercapainya suatu sasaran yang telah 

ditentukan dengan menggunakan sumber data tertentu. 
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3.2 Objek Penelitian 

Observasi ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda 

yang berlokasi di Jl. Balaikota No.27, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota 

Samarinda, Kalimantan Timur.  

Dengan fokus pada  data penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan dari 

tahun 2018 hingga  2022. Data pajak reklame yang dimaksud dalam penelitian ini 

ialah billboard, reklame berjalan, reklame kain, reklame melekat, dan reklame 

film.  Sedangkan data pajak hiburan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah 

bioskop, pentas kesenian, karaoke, club malam, permainan billyard, 

sirkus/akrobat, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, 

mandi uap, pusat kebugaran, dan pusat olahraga, Dimana tujuan penulis adalah 

untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan pada 

sebelum, saat dan sesudah Covid-19. 

3.3 Metode Penelitian  

Dalam observasi ini, metode yang digunakan ialah kuantitatif deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2015: 53) metode deskriptif mengacu pada penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang keberadaan variabel-variabel 

yang ada secara mandiri, baik pada satu variabel atau lebih, tanpa melakukan 

perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Selain itu juga, 

menurut Sugiyono (2019: 16) pendekatan kuantitatif mengarah pada penilaian 

terhadap kelompok tertentu baik itu populasi atau sampel, biasanya dipilih secara 

acak untuk observasi ini. Data dikumpulkan menggunakan alat penelitian yang 
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sesuai, dan analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

maksud untuk menguji hipotesis yangn telah ditetapkan. 

3.4 Sumber Data Dan Cara Pengumpulan Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder untuk penelitian ini adalah data berupa target dan realisasi dari 

penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini 

berupa dokumentasi dan melihat dari sumber berita. Dokumentasi ialah cara 

pengumpulan data pajak reklame dan pajak hiburan tahun 2018 sampai dengan 

2022 di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini ialah dengan menghitung tingkat 

efektivitas pajak dari penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan di Kota 

Samarinda pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Serta membandingkannya 

dengan target penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan. 

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

1. Membuat tabel penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan tahun 2018-2022 

2. Menyusun tabel analisis efektivitas dari pajak reklame dan pajak hiburan. 

Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kinerja berdasarkan target 

yang ditetapkan. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak reklame 

dan pajak hiburan, rumus yang digunakan ialah:  
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 
 𝑥 100%  

 

Sumber: Sunanto (2016) 

Dengan asumsi: 

Tabel 3.1 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas  
Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

>90-100% Efektif 

>80-90% Cukup Efektf 

>60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif  

Sumber: Mahmudi (2010:143), (Alfian A. Lamia, Dafid P.E. Saerang, Heince R.N wokas, 2015)  

Apabila realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan pada tahun 

2018 sampai tahun 2022 efektif, maka Covid-19 tidak berpengaruh terhadap  

penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan. Akan tetapi, apabila penerimaan 

pajak reklame dan penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 

mengalami penurunan, maka Covid-19 berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

reklame dan pajak hiburan. 

 

  



 

22 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kota Samarinda  

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2019 digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun organisasi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) Kota Samarinda. Tugas Bapenda adalah memberikan dukungan kepada 

Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintah terkait bidang 

keuangan, terutama dalam hal pendapatan yang merupakan kewenangan daerah. 

Bapenda juga berperan dalam merencanakan kebijakan operasional pengelolaan 

pendapatan daerah, yang melibatkan pajak daerah, retribusi daerah, dana 

perimbangan seperti bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, 

dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari Pemerintah 

provinsi, serta melakukan penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan sesuai dengan sistem akuntansi daerah. 

 Selain itu, Bapenda Kota Samarinda juga mempunyai fungsi antara lain:   

a. Mengelaborasikan dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan 

yang berkaitan dengan tugas badan; 

b. Merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan pengumpulan pajak daerah, 

retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya; 

c. Melakasanakan proses pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan 

serta penggalian potensi pajak daerah; 
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d. Melaksanakan pencatatan, pelaporan hasil penerimaan dan pendapatan 

daerah; 

e. Melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian operasional 

terkait pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan serta identifikasi 

potensi pendapatan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku; 

f. Memberikan pelayanan dalam  pendaftaran, pendataan dan penagihan serta 

identifikasi  potensi pajak daerah dan pendapatan lain-nya  yang sah sesuai 

dengan aturan yang berlaku; 

g. Menyediakan informasi serta menerima keluhan terkait pendapatan 

daerah;  

h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tugas dan 

fungsi; serta 

i. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai 

dengan aturan yang berlaku.  

4.1.2 Visi dan Misi Bapenda Kota Samarinda  

Visi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda adalah mencapai 

pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan efisien untuk membangun 

struktur pendapatan yang stabil dan mandiri. 

 Adapun misi dari Bapenda Kota Samarinda ialah: 

1. Mengimplementasikan pengelolaan dan pelayanan yang efisien, responsif, 

dan akuntabel; 

2. Optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah untuk meningkatkan 

pendapatan daerah; 
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3. Mendorong kesadaran, kepatuhan dan kesesuaian masyarakat dalam 

membayar pajak. 

4.1.3 Struktur Organisasi  

Susunan organisasi Bapenda Kota Samarinda disesuaikan dengan revisi 

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 95 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan 

Walikota No. 52 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pendapatan Daerah Kota Samarinda, terdiri dari: 

1. Kepala Badan  

2. Sekretaris membawahkan: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2) Kelompok Jabatan Fungsional. 

3. Bidang Perencanaan dan Sistem Infromasi, membawahkan: 

1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; 

2) Sub Bidang Teknologi Infromasi; dan  

3) Kelompok Jabatan Fungsional.  

4. Bidang Pajak Self Assesment, membawahi: 

1) Sub Bidang Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan; 

2) Sub Bidang Restoran, Pajak Sarang Burung Walet dan BPHTB; dan  

3) Sub Bidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. 

5. Sub Bidang Official Assesment, membawahi: 

1) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan I; 

2) Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan II; dan  
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3) Sub Bidang Pajak Reklame  dan Pajak Air Bawah Tanah. 

6. Bidang Pengendalian, membawahi: 

1) Sub Bidang Penyuluhan dan Pengaduan; 

2) Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan  

3) Sub Bidang Penindakan 

7. Kelompok Jabatan Fungsional; 

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Samarinda  

Sumber: Bapenda Kota Samarinda, 2023 

 Adapun tugas pokok dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diatur 

dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 95 Tahun 2021 yang merupakan 

perubahan dari Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota 

Samarinda, ialah:  

1. Merancang dan menjalankan rencana program, dan kegiatan sesuai dengan 

tugas yang ditetapkan; 

2. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, manajemen kepegawaian, 

dan tata kelola administrasi; 

3. Mengelola dengan tertib administrasi kantor, dan sistem penyimpanan 

arsip; 



27 
 

 

4. Bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga, keamanan kantor, serta 

menyediakan fasilitas dan infrastruktur kantor; 

5. Merencanakan kebutuhan peralatan  kantor dan inventaris barang 

kantor/rumah tangga; 

6. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan fasilitas, infrastruktur kantor, 

serta mengelola inventarisasi barang; 

7. Melakukan pencatatan dan pengelolaan barang daerah serta aset daerah 

yang menjadi tanggung jawab instansi tersebut; 

8. Menjalankan tugas administrasi terkait perjalanan Dinas; 

9. Menyiapkan dan menyelenggarakan bimbingan teknis untuk 

meningkatkan kompetensi pegawai; 

10. Mengelola administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non-

struktural dan fungsional; 

11. Menyusun pedoman pembinaan kedisiplinan pegawai; 

12. Menyiapkan dan mengurus usulan pendidikan dan pelatihan pegawai; 

13. Mengelola informasi, dokumentasi, dan fungsi sebagai fungsi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu melalui website maupun 

permintaan data langsung; 

14. Menyusun prosedur dan Standar Pelayanan dalam penanganan pengaduan 

dan penyediaan informasi; 

15. Melaksanakan tugas humas dan protokol Dinas; 

16. Menyiapkan dan menyusun peraturan perundang-undangan serta 

melakukan evaluasi kelembagaan; 
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17. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Strandar Pelayanan Minimal (SPM), Strandar Pelayanan Publik 

(SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM); 

18. Menyusun  laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 

fungsi; 

19. Melaksanakan sistem  pengendalian intern Pemerintahan; dan  

20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4.2 Hasil Penelitian  

Analisis efektivitas pajak ditujukan untuk mengukur kinerja dari 

penerimaan pajak reklame dan pajak hiburan dari target penerimaannya. Artinya, 

analisis efektivitas pajak digunakan sebagai alat ukur perbandingan antara target 

yang ditentukan dengan penerimaannya. 

a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame  

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan pada 

Badan Pendapatan Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai tahun 2022: 

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame  
No Tahun  Target Penerimaan  Realisasi Penerimaan 

1 2018  Rp 6.571.200.000,00  Rp 7.182.942.544,13 

2 2019  Rp 7.350.000.000,00  Rp 7.974.251.701,12 

3 2020  Rp 6.580.000.000,00  Rp 7.520.974.764,00 

4 2021  Rp 8.100.000.000,00  Rp 8.309.646.428,00 

5 2022  Rp 9.315.000.000,00  Rp 9.501.483.875,00 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023 
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Rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak reklame ialah: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 
 𝑥 100% 

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan efektivitas pajak reklame di 

Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 ialah: 

1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2018 

Efektivitas =  
𝑅𝑝 7.182.942.544,13

𝑅𝑝 6.571.200.000,00
 𝑥 100% = 109% 

2) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahu 2019 

Efektivitas =  
𝑅𝑝 7.974.251.701,12 

𝑅𝑝 7.350.000.000,00
 𝑥 100% = 108% 

3) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2020  

Efektivitas =  
𝑅𝑝 7.520.974.764,00

𝑅𝑝 6.580.000.000,00
 𝑥 100% = 114% 

4) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2021  

Efektivitas =  
𝑅𝑝 8.309.646.428,00

𝑅𝑝 8.100.000.000,00
 𝑥 100% = 103%  

5) Tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 

Efektivitas =  
𝑅𝑝 9.501.483.875,00

𝑅𝑝 9.315.000.000,00
 𝑥 100% = 102% 

Berikut tabel persentase dan kriteria efektivitas penerimaan pajak reklame 

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai tahun 

2022: 

Tabel 4.2 Persentase dan Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame 
No Tahun Target  Penerimaan Realisasi Penerimaan Persentase Kriteria 

1 2018 Rp 6.571.200.000,00 Rp 7.182.942.544,13 109% Sangat Efektif 

2 2019 Rp 7.350.000.000,00 Rp 7.974.251.701,12 108% Sangat Efektif 

3 2020 Rp 6.580.000.000,00 Rp 7.520.974.764,00 114% Sangat Efektif 

4 2021 Rp 8.100.000.000,00 Rp 8.309.646.428,00 103% Sangat Efektif 

5 2022 Rp 9.315.000.000,00 Rp 9.501.483.875,00 102% Sangat Efektif 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda,2023 
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Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efektivitas penerimaan pajak reklame 

di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda mengalami perubahan dari tahun 

2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak reklame 

mencapai  109%, sedangkan pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak 

reklame mengalami sedikit penurunan sebesar 1% menjadi 108%. Pada tahun 

2020 efektivitas penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 6% menjadi 

114%. Pada tahun 2021 efektivitas penerimaan pajak reklame kembali mengalami 

penurunan sebesar 12% menjadi 103%. Dan pada tahun 2022 efektivitas 

penerimaan pajak reklame masih mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 

sebesar 1% menjadi 102%. 

b. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan  

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan pada 

Badan Pendapatan Kota Samarinda pada tahun 2018 sampai tahun 2022: 

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan  
No Tahun  Target Penerimaan  Realisasi Penerimaan 

1 2018  Rp 19.698.300.000,00  Rp 21.974.767.444,58 

2 2019  Rp 23.000.000.000,00  Rp 24.952.821.278,96 

3 2020  Rp 14.950.000.000,00  Rp 10.106.404.734,00 

4 2021  Rp 10.600.680.000,00  Rp   9.415.647.805,00 

5 2022  Rp 15.500.000.000,00  Rp 21.493.464.599,01 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023 

Rumus perhitungan efektivitas penerimaan pajak hiburan ialah: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 
 𝑥 100% 
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Berdasaran rumus tersebut, maka perhitungan efektivitas penerimaan pajak 

hiburan di Kota Samarinda dari tahun 2018 sampai dengan 2022 ialah:  

1) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2018 

Efektivitas =  
𝑅𝑝 21.974.767.444,58

𝑅𝑝 19.698.300.000,00
 𝑥 100% = 112%  

2) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2019 

Efektivitas =  
𝑅𝑝 24.952.821.278,96

𝑅𝑝 23.000.000.000,00
 𝑥 100% = 108% 

3) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 

Efektivitas =  
𝑅𝑝 10.106.404.734,00

𝑅𝑝 14.950.000.000,00
 𝑥 100% = 68% 

4) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2021 

Efektivitas = 
𝑅𝑝 9.415.647.805,00 

𝑅𝑝 10.600.000.000,00
 𝑥 100% = 89% 

5) Tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2022 

Efektivitas = 
𝑅𝑝 21.493.464.599,01

𝑅𝑝 15.500.000.000,00
 𝑥 100% = 139% 

Berikut tabel persentase dan kriteria efektivitas penerimaan pajak hiburan 

pada Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda pada tahu 2018 sampai dengan 

2022: 

Tabel 4.4 Persentase dan Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan 
No Tahun Target Penerimaan Realisasi Penerimaan Persentase Kriteria 

1 2018 Rp 19.698.300.000,00 Rp 21.974.767.444,58 112% Sangat Efektif 

2 2019 Rp 23.000.000.000,00 Rp 24.952.821.278,96 108% Sangat Efektif 

3 2020 Rp 14.950.000.000,00 Rp 10.106.404.734,00 68% Kurang Efektif 

4 2021 Rp 10.600.680.000,00 Rp   9.415.647.805,00 89% Cukup Efektif 

5 2022 Rp 15.500.000.000,00 Rp 21.493.464.599,01 139% Sangat Efektif 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, 2023 

 Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa efektivitas penerimaan pajak 

hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda tahun 2018 yaitu 112% dan 
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pada tahun 2019 efektivitas penerimaam pajak hiburan mengalami penurunan 

sebesar 4% menjadi 108%. Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak hiburan 

mengalami penurunan besar yaitu sebesar 41% menjadi 68%. Pada tahun 2021 

efektivitas penerimaan pajak hiburan mengalami peningkatan sebesar 21% 

menjadi 89%. Pada tahun 2022 efektivitas penerimaan pajak hiburan mengalami 

peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 52% menjadi 139%. 

4.3 Pembahasan  

 Efektivitas penerimaan pajak reklame ( reklame papan, reklame berjalan, 

reklame kain, reklame melekat, dan reklame film) dan pajak hiburan (bioskop, 

pentas kesenian, karaoke, club malam, permainan billyard, sirkus/akrobat, balap 

kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, pusat 

kebugaran, dan pusat olahraga) dalam upaya mengukur pencapaian penerimaan 

dari sektor pajak reklame dan pajak hiburan, dilakukan pengukuran. Dari hasil 

pengukuran tersebut, dapat dihitung tingkat efektivitas pajak reklame dan ajak 

hiburan. 

 Untuk lebih rinci, klasifikasi dan kriteria efektivitas penerimaan pajak 

reklame dapat ditemukan dalam tabel berikut: 

Realisasi pajak reklame di Bapenda Kota Samarinda dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022 realisasi penerimaan pajak 

sudah memenuhi target. Pada tahun 2018 realisasi mencapai Rp 7.182.942.544,13 

dengan target sebesar Rp 6.571.200.000,00 dan mempunyai persentase 109% 

dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2019 realisasi mencapai Rp 

7.974.251.701,12 dengan target sebesarr Rp 7.350.000.000,00 dan mempunyai 
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persentase 108% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2020 realisasi 

mencapai Rp 7.520.974.764,00 dengan target sebesar Rp 6.580.000.000,00 dan 

mempunyai persentase 114% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2021 

realisasi mencapai Rp 8.309.646.428,00 dengan target sebesar Rp 

8.100.000.000,00 dan mempunyai persentase 103% dengan kriteria sangat efektif. 

Dan di tahun 2022, yaitu setelah Covid-19 target penerimaan pajak reklame 

kembali meningkat. Dapat dilihat dalam tabel di halaman sebelumnya bahwa 

realisasi mencapai Rp 9.501.483.875,00 dengan target sebesar Rp 

9.315.000.000,00 dan mempunyai persentase 102% dengan kriteria sangat efektif. 

 Dapat dilihat dari  data yang diperoleh dan hasil perhitungan efektivitas 

penerimaan pajak reklame bahwa sebelum Covid-19 penerimaan pajak reklame 

sangat efektif dan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan Kota Samarinda 

mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebelum Covid-19, hal ini 

mungkin telah mendorong perkembangan industri periklanan.  

 Pertumbuhan ekonomi yang kuat sering kali berdampak positif pada 

aktivitas periklanan, karena bisnis memiliki lebih banyak sumber daya untuk 

mengalokasikan anggaran pemasaran. Potensi pasar lokal juga merupakan faktor 

penting dalam perkembangan industri periklanan. Kota Samarinda memiliki 

populasi yang besar dan berkembang, dengan tingkat konsumsi yang tinggi dan 

kebutuhan akan produk dan jasa, ini dapat menjadi daya tarik bagi perusahaan 

periklanan untuk beroperasi dan berkembang di Kota Samarinda.  

 Investasi dalam teknologi periklanan dan inovasi strategi pemasaran juga 

dapat mempengaruhi perkembangan industri periklanan di Kota Samarinda 
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sebelum Covid-19. Investasi yang signifikan dalam infrastruktur periklanan, 

seperti media cetak, media digital, atau sarana promosi lainnya, ini dapat 

memberikan dorongan bagi industri perikanan. Pada saat Covid-19 pada awal 

tahun 2020 penerimaan pajak reklame juga dikategorikan sangat efektif, hal ini 

dapat diliat dari tabel 4.1, walaupun target penerimaan pajak reklame pada tahun 

2020 menurun, akan teapi realisasi penerimaannya mencapai 114%. Pada tahun 

2021 masih dalam situasi Covid-19 target penerimaan pajak reklame kembali 

meningkat, dan realisasi penerimaannya juga melebihi target hingga 103% 

dikategorikan sangat efektif.  

 Di tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Kota Samarinda menurunkan target 

penerimaan pajak hiburan. Hal ini terjadi karena Covid-19 telah memiliki dampak 

signifikan pada ekonomi global, termasuk pada sektor pajak di banyak negara dan 

kota. Banyak sektor industri, termasuk periklanan mengalami penurunan aktivitas 

dan pendapatan selama Covid-19, sehingga Pemerintah memutuskan untuk 

menurunkan target pajak reklame.  

 Meskipun banyak sektor industri mengalami penurunan selama Covid-19, 

mungkin permintaan untuk iklan di Kota Samarinda tetap relatif stabil atau 

bahkan meningkat. Hal ini bisa terjadi jika ada sektor-sektor tertentu yang tumbuh 

atau melihat peningkatan permintaan selama periode tersebut. Pemerintah Kota 

Samarinda mungkin telah mengimplementasikan kebijakan stimulus ekonomi 

yang efektif selama Covid-19. Langkah-langkah seperti insentif fiskal atau 

pemotongan pajak reklame dalam upaya untuk mendukung industri dan 

mendorong pemulihan ekonomi bisa membantu menjaga penerimaan pajak 
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reklame tetap stabil selama Covid-19. Dan di tahun 2022 sesudah Covid-19, target 

penerimaan pajak reklame meningkat dari tahun sebelum nya dan realisasi 

penerimaannya juga melebihi target penerimaan hingga 102%. Dengan efektivitas 

rata-rata penerimaan pajak reklame sebesar 107%,  maka dapat dikatakan 

efektivitas penerimaan pajak reklame selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 

hingga tahun 2022 yaitu sangat efektif. 

 Kemudian klasifikasi dan kriteria efektivitas penerimaan pajak hiburan 

pada diuraikan dalam tabel sebagai beriut: 

1. Realiasasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2018 (Sebelum Covid-19) 

Pada tahun 2018 realisasi mencapai Rp 21.974.767.444,58 dengan target 

sebesar Rp 19.698.300.000,00 dan mempunyai efektivitas persentaser 

112% dikategorikan sangat efektif 

2. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2019 (Sebelum Covid-19) 

Seperti tahun sebelumnya, realisasi realisasi mencapai Rp 

24.952.821.278,96 dengan target Rp 23.000.000.000,00 dan mempunyai 

efektivitas 108% dikategorikan sangat efektif. Hal ini dikarenakan 

ketersediaan infrastruktur yang mendukung, seperti bioskop, teater, pusat 

konser, tempat hiburan malam, dan fasilitas rekreasi lainnya. Kota 

Samarinda memiliki infrastruktur hiburan yang baik dan berkembang 

menjadi salah satu faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak 

hiburan mencapai target yang telah ditentukan. Ditambah lagi dengan 

minat yang tinggi dalam kegiatan hiburan seperti menonton film, 

pertunjukan musik, acara olahraga, atau aktivitas rekreasi lainnya. Selain 
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itu Kota Samarinda juga memiliki warisan budaya yang kaya dan perayaan 

lokal yang sering diadakan, hal ini dapat menciptakan permintaan yang 

kuat untuk pertunjukan seni, festival, dan acara hiburan lainnya. 

3. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2020 (Saat Covid-19) 

Pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp 10.600.680.000,00 dengan target 

sebesar Rp 14.950.000.000,00 dan mempunyai efektivas persentase 68% 

dikategorikan kurang efektif. Berbeda dari 2 tahun sebelumnya, target dan 

realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2020 mengalami 

penurunan. Hal ini terjadi karena dampak Covid-19 yang semakin hari 

semakin meningkat. Pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk 

menjaga jarak (social distancing), pembatasan jarak fisik (physical 

distancing), bahkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang 

kemudian kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat (PPKM). Pembatasan tersebut menyebabkan 

terjadinya penurunan aktivitas masyarakat. Dan atas putusan Pemerintah 

yaitu menutup seluruh tempat hiburan untuk sementara waktu. Alasan lain 

juga karena tempat hiburan merupakan tempat yang rentan menimbulkan 

kerumunan yang dapat meningkatkan penyebaran virus Covid-19 lebih 

cepat. Kebijakan Pemerintah untuk menutup tempat hiburan selama 

Covid-19 inilah yang membuat penerimaan pajak hiburan menurun pada 

tahun 2020. 

4. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Tahun 2021 (Saat Covid-19) 
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Meskipun pada tahun 2021 Covid-19 belum berakhir, akan tetapi target 

dan penerimaan pajak hiburan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 

tahun 2021 realisasi mencapai Rp 9.415.647.805,00 dan mempunyai 

efektivitas persentase 89% dikategorikan cukup efektif. Hal ini terjadi 

karena pada tahun 2021 kasus Covid-19 sudah mulai menurun, dan banyak 

tempat hiburan yang mulai beroperasi kembali. Kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan Pemerintah juga tidak seberat sebelumnya yang 

mengharuskan untuk tutup selama beberapa hari, dan vaksin juga sudah 

banyak diberikan kepada masyarakat.   

5. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2022 (Sesudah Covid-19) 

Pada tahun 2022 realisasi mencapai Rp 21.493.464.599,01 dengan target 

sebesar Rp 15.500.000.000,00 dan mempunyai efektivitas persentase 

139%  dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2022 penerimaan pajak 

hiburan kembali meningkat, hal ini terjadi karena menurunnya kasus 

Covid-19 dan berakhirnya kebijakan PSBB dan PPKM. Yang artinya 

tempat hiburan diperbolehkan beroperasi kembali, akan tetapi dengan 

syarat tetap mengikuti protokol kesehatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan anatara lain sebagai berikut: 

1. Hasil analisis efektivitas pada penerimaan pajak reklame selama Covid-19 dari 

tahun 2018 hingga tahun 2022 tergolong sangat efektif. Hal tersebut 

menandakan bahwa realisasi penerimaan dari pajak reklame sudah mencapai 

target yang ditetapkan. 

2. Hasil analisis efektivitas pada penerimaan pajak hiburan selama Covid-19 pada 

tahun 2020 tergolong kurang efektif dan pada tahun 2021 penerimaan pajak 

hiburan tergolong cukup efektif. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 dan 

tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hiburan tidak mencapai target yang telah 

ditetapkan. Faktor yang menyebabkan tidak tercapai nya target penerimaan 

pajak hiburan pada tahun 2020 dan tahun 2022 ialah karena adanya kebijakan 

pemerintah untuk menutup sementara seluruh tempat hiburan guna mencegah 

penyebaran Covid-19. 

3. Besarnya penurunan target maupun realisasi dari pajak hiburan disebabkan 

oleh Covid-19 yang membuat perekonomian di Indonesia menurun. Tidak 

hanya itu, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah seperti adanya 

pemberlakuan PSBB, PPKM dan juga kebijakan menutup sementara seluruh 

tempat hiburan yang berpengaruh besar pada penerimaan pajak hiburan. 
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5.2 Saran  

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini yang 

diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak reklame dan pajak 

hiburan di Kota Samarinda ialah: 

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda, penting untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas layanan pembayaran pajak serta menerapkan kebijakan 

yang tegas terhadap wajib pajak. Hal ini bertujuan agar realisasi penerimaan 

pajak daerah, khususnya pajak reklame dan pajak hiburan dapat mencapai 

target yang  ditetapkan selama periode pandemi Covid-19. Dengan mencapai 

target tersebut, diharapkan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan 

daerah dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Dan untuk kondisi seperti 

Covid-19 yang menyebabkan penurunan ekonomi di Indonesia, di harapkan 

Badan Pendapatan Daerah dapat menurunkan target penerimaan pajak dan 

menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi agar realisasi penerimaan 

pajak tetap efektif.  
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Lampiran 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Rerklame Tahun 2018 
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2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2019 
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3. Target dan Realiasisa Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2020 
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4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2021 
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5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2022 
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Lampiran 2. Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan 

1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2018 
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2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2019 
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3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2020 
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4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021  
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5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2022 
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